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: 1. Unaan y Tanun 197 tanggal
285 Juli 974 tentang Pokok-pokoik Peme-
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Undang—-und ang Nomer 13 Tahun 1850 ten -
tang Pe moen ukan Daerah-daerah Kapupaten

lam lingkungan Fropinsi Jawa Tengah
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1f
tanggal Z6 Pebruari 1875 tentang FPengu
rusan Pertanggungiawaban gan Fengawasan
Keuangan Daeran {(Lembaran Negara Nomor 5
Tahun 1973) ;
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eraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 1875
ansgal 26 Pebruari 1975 tentang Cara
Fenyusunan Anggaran FPendapatan da
lanja Daerah. Pelaksanaan Tata Us
Keuangan Daerah dan FPenyvusunan rerr
ngan Anggaran FPendapatan dan Belanja
Daerah (Lembaran Negara Tanhun 1875 Nomor

P
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Keputuzan Fresiden Republik Indonesia -
T 5 “4 o ]

in 1982 tentang Tunjangan

Fang i FPegawal Negeri dan penerima
Fensiun, Penyvediaan pangan pagl FPegawal
Perusahaan can untuk keperluan khusus
serta Uperasi FPasar

Keputusan Presiden Kepublik Indonesia -
Nomor 22 Tahun 1884 tentang Tata Cara
Fenyediaan dan renyaluran oSubsicdi Gadil
gdan Pensiun Daerah Utonom :

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 1975 tangsal 8 Agustus 1875 ten-
tang Contch-contoh Cara Fenyusunan
nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Felaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
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dan Fenyusunan Perhitun gan Anggaran
Pendapatan dan BelanJja Daeran ;
Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 1878 tentang Pelaksanaan Tuntutan
Ferbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugil
Keuangan dan Materiil Daerah :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 -
Tahun 19879 tentang FPelaksanaan Fengelo-
laan Barang Femerintah Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomcocr 1 -
Tahun 1980 tentang Fetuniuk/Fedoman Tata
Administrasi Bendaharawan Daeranh ;

Keputusan Menteri Dalam Nomeor 900-085 -
anun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang
Manual Administrasi Keuangan Daerah
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Neomor -
0Z0-585 Tahun 1980 tangga 17 Dezember
1880 tentang Manual Admin at azli DBarang

Daerah ;

Keprutusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
g970-8583 Tahun 1981 tanggal 24 Desember
1981 tentang Manual Administrasi FPenda-
patan Daerah :

Keputusan Menteri lialam Negeri Nomor 84
Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1884 ten-
tang Langkah Pertama Fensinkronisasian
Anggaran Pendapatan dan PBelanda Daerah
dengan Anggaran FPendapatan dan Belanda
Negara ;

Keprutusan Menteri Dalam Negeri HNomor -
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903-13168 Tahun 1985 tanggal 18 September
1985 tentang FPenyempurnaan Bentuk dan
cusunan Pe rubanan Anggaran Pendapatan
can BelanJja Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Z -
Tahun 1884 tangzgal & Oktcober 1584 ten-
tang Pelalsanaan Anggaran FPendapatan dan
Belanja Daerah ;

Keputuszan Menteri Dalam Negeri Nomor -
803-268 Tahun 1886 tanggal 3 Maret 1886
tentang Penyempurnaan Zentuk dan Susunan
Tata Usaha RKeuangan Daerah serta Ferhi-
tungan Anggaran Fendapatan dan Belanda
llaerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
J03-378 Tahun 1887 tanggal 11 April 1887
tentang Penggunaan Sistim Digit dalam
Pelaksanaan Anggaran dan BelanJa Daerah
serta Fetunjuk Tehnis Tata Usaha Keua-

ngan Daerah ;

Kerutusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
903-028 Tahun 1888 tanggal 18 Januari
18988 tentang Perubahan Penyempurnaan Fcs

e I S (o R

2.2.2. Kepala Daerah, menjadl Fos Z.2.2.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

'
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
903-087 Tahun 1988 tanggal 19 Jdanuari
19688 tentang FPenyempurnaan Bentuk dan
cusunan Fendapatan laerah ;
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an Menteri Dialam Negeri Nomor -
Tanhun 1888 tventang Penyempurnaan
i Daiam Negeri Nomor

b il =]

ahun 1885 tanggal 13 Serptember
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1985 tentang Bentuk dan Susunan Peruba-
han Anggaran Pendapatan dan Belanda
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -

03-251 Tahun 138Y tanggal ©6 Ap l 13989
tentang FPerubahan Bentuk/Contoh ‘aratu-
ran Daerah tentang Fenetapan Sisa FPerhi-
tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Ilaerah, Perhitungan Kas. Fencocokan
antara 2isa Ferhitungan Anggaran dengan
Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeran ;
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Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
Jawa Tengah Nomor 903/651,18%94 tanggal
1 Mei 1884 tentang Fengesahan Anggaran
endapatan dan REelanja Daerah Kabupaten

=t 'U (SR

aerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran
8994 ,/19%85 ;

Keputusan Gubernur KPpalP Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Nomor 803/200,/1885 tdngEdL
23 Pebruari 1995 dan Nomeor 3903/20Z,/189
tanggal 18 April 1995 tentang yengcuanan
Ferubahan Anggaran Fendapatan dan Belan-
jJa Daerah HKabupaten Iwaerah Tingkatr 11
Kebumen Tahun Anggaran 1984/1885

Feraturan Daerah Kabupaten laerah Ting -
kat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1894 tang-
gal 31 Maret 1884 tentang Penetapan
Anggaran FPendapatan dan Belanda Daerah
Kaburaten Daerah Tingkat II Xebumen
Tahun Anggaran 1994,,1995 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting -



Mempe

kat I1 Kebumen Nomeor 1 Tahun 1885 tang-
gal 6 Januari 1985 tentang Penetapan
Ferubahan Anggaran Fendapatan dan Belan-
Ja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Kebumen Tahun Anggaran 1594,18895 ;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
Nomor O0Z/KPTS/DPRD/198Z tangga

1 22 Juli
1992 tentang Feraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat 11 Kebumen.

(S

. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor S03
/B72/PU0D tanggal 18 Pebruari 1884
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1894,/1885 ;

2. Burat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Nomor 903/651,/1884
tanggal 31 Mei 1994 tentang Fedoman
Penyusunan Anggaran FPendapatan dan
Belanja [‘aerah Tahun Anggaran 1994/-
1995 ;

3. Pembicaraan dalam Repat FPanitia Ang-
garan Dewan FPerwakilan Rakvat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
tanggal 10 Juli 1885 dan 17 Juli
1995 ;

4. Pembicaraan dalam Rapat Flenc Dewan
Ferwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 286
dJuli 1895.

Dengan ............



Dengan Fersetujuan Dewan Perwakilan ERakvat Daerah
uabupa en Daerah Tingkat II Kebumen
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA -
" PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN-

JA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1594,/1895.

Pasal 1
Jumlah Penerimaan dan FPengeluaran Perhi-
tungan Anggaran Pendapatan dan BelanJa
Daerah Tahun Anggaran 1984,1985 vaitu
sepagal berikut :
1. Perhitungan Anggaran -
Fendapatan ....... Rp 28.447.744.230,61

. Pernhitungan Anggaran Belanjda :

a. Rutin ..... Rp 11.817.858.822,00
b. Pembangunan Rp 15.38Z.3936.114.00

Rp 27.200.894.336,00

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan -
dan Belanja Daerah berlebih sejumlah
o Ko 1.246.849.494,5]1
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Jumlah Fenerimaan dan Pengeluaran Ferhitungan
Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/
18985 yaitu sebagal berikut :

Ferhitungan Urusan Kas dan Ferhitungan :
a. Fendapatan :
" - FPendapatan ....... 2.5 Bp 1.871.206.158.389
b. BelanJa .
- Rutin ..... Rp 1.826.194.843,00
- Pembangunan ERp -
Rp 1.826.194.843,00
. Sisa Perhitungan Urusan XKas
dan Ferhitungan berlebkih
sejumlah ............... np 145.011.315, 38
Pasal 3
Perincian lebih landut mengenai Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan BelanJja Daerah/Urusan
Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal
’ 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUME}
KETUA
t.t.d t.t.d

H. ZAISAL SIPIET AMIN SOEDIBYO
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KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGEKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 803/1080,/1985

TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGEKAT
‘ II KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 1895 TENTANG PENETAPAN SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

EABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1594/1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. banwa perhitungan Anggaran Pendapatan -
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 19394/
1585 yvang telah ditetapkan dengan Fera-—
turan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen Nomor 10 Tahun 19895 tanggal 2Z6
Juli 1895 perliu mendapat penetapan/pe-—
ngesahan daril Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

b. bahwa dengan Surat Perintah Tugas cari -
‘ Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 21 Agustus 1895 Nomor
0894,19504; 094,/19507; 094,/19511: 0&4/-
18515 dan 094,/19498 telah dilakukan
penelitian/pemeriksaan oleh Tim Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas Perhi-
tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebu-
men Tahun Anggaran 1994,/1985

©. bahwa hasil penelitian/pemeriksaan t
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Mengingat
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sebut huruf © di ataz telah disampaikan
secara tertulis oleh Tim kepada Gubernur
Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
dengan menyebutkan Sisa Ferhitungan
Anggaran FPendapatan dan BelanJja Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kekumen
Tahun Anggaran 1894/18395 sebesar .......
Rp 1.278.098.294,61 (satu milyar dua
ratus tujuh pruluh enam Juta sembillan
ruluh sembilan ribu dua ratus sembilan
ruluh empat rupriah enam puluh satu sen).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 13874 tentang
Pokok-pokok Femerintahan di Daerah ;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1850 ten -
tang Pembentukan Daerah Fropinsi Jawa
Tengah {(diundangkan tanggal 14 Juli
19605 ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 <ten -
tang FPembentukan Daerah-daerah Kabupaten
adalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 187%
tentang FPengurusan, Pertanggunglawaban
dan Pengawasan Keuangan Daeran

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1¢
tentang Cara Fenyusunan APBD, Pelaks
naan Tata Usaha Xeuangan Daerah a
Fenyusunan Perhitungan AFPBD ;

Keputusan Presiden Nomor ZZ Tahun 1884 -
tanggal 22 Maret 13984 tentang Cara
Fenyediaan dan Penyaluran bubsidi Gagd
dan Fensiun bagi Daerah Ctonom ;

b
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struksei Presiden Nomor 6 Tahun 1884 -
tenbang Penyelenggaraan Bantuan Pemba-
ngunan KkKepada Daerah Tingkat I. Kabupa-
ten/Kotamadya Daerah Tingkat 11 dan De-
sa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 1974 tanggal 3 O ztober 1974 ten-
tang Bentuk Peraturan Daeran :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1875 tentang Contoh-contcoch Cara
txPnyusunan AFPED, FPelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitu-
1gan APBD

i

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 4 -
Tahun 1878 tanggal 1 September 13878
tentang Pelaksanaan Fengelolaan Barang
Pemerintah Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 1 -
Tahun 13980 tanggal 20 Pebruari 1880
entang Fetunjuk/Pedoman Tata Adminis-
trasi Bendaharawan [Daerah

eraturan Menteri Dalam Negeri Nom

ahun 1884 tanggal 5 Oktober 199' t.l—
ang Felaksanaan AFBD ;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : -
900-098 tanggal 2 April 18980 tentang
e

Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

n«»

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : -
020-585 tanggal 17 Tesember 1980 tentang
Manual Administrasi Barang Daerah

. Keputusan ..... -
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m Negeri Nomor -
ber 18981 tentang

4

g970-893 tanggal 24
Manual Fendapatan Dae

Keputusan Menteri Dala
Liesem
erah

e

Keputusan Menteri Dalam Nege ri Nomor -
S903-034 tanggal 4 Janldtl 1984 tentang
Penelitian/Pemeriksaan Ferhitungan APBD:

Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri -
dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984
dan Nomor 888/ KW .03/1584 tangsgal Z4
Agustus 1984 tentang FPelaksanaan FPenye-
diaan dan PenydL uran Hubsidi Gaji dan
FPensiun bagi Daerah Otonom

Keputusan Menteri Dalam Negeri 1}
PTahun 1884 tanggal 15 Desember 1884
tentang Langkah FPertama Fensinkronisa-—
sian APBL dan APZBEN ;

Fcnutusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
-1316 Tahun 1885 tentang Fenvempur-
naan Bentuk dan Susunan Ferubahan APRD ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
905-268 Tahun 18986 tanggal 3 Maret 1988
tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan
Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhi-

tungan APBD ;

Keputusan Msnteri Dalam Negeri Nomor -
303-372 Tahun 1987 tanggal 11 April 1887
tentang Fenggunaan Sistim Digit dalam
Pelaksanaan APBL serta Petunduk Teknis
Tata Usaha Keuangan Daerah :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
8903-057 tanggal 19 Januari 1888 tentang

Penyvempurnaan .........



Memperhatikan

Fenyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggar-—
an Pendapatan Daeran ;

Keputusan Menteri Dalam Negesri Nomor -
903-251 leun 1989 tanggal 6 April 1888
tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peratu-

ran Daeran tentang Penetapan Sisa Perhi-
tungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan
antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan
Sisa Kas dan KebutU"an Kppala Daerash
tentang Penjabaran Realisasi APBD

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah tanggal 31 Mei 1994 Nomor
903/651,/1984 tentang Pengesahan APBD
Kabupaten Daerah Tingkat I]1 Kebumen
Tahun Anggaran 1994,/15885 yang telah
ditetapkan dpnfdn Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 1894 tanggal 31 Maret 1884

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengan tanggal ZZ Pebruari 1985
Nomor 903/Z200,/1985 tentang Pengesahan
Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumen Tahun Anggaran 1994,/1995 vang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Nomro 1 Tahun 1895 tanggal 6 Januari
1885,

1. Burat Menteri Dalam Negeri tanggal -
19 Pebruari 1884 Nomor 803/B72/PU0OD

'erihal Pedoman Fenyusunan APRD
ahun Anggaran 1854/1885

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal -
Z8 Pebruari 1894 Nomor : 0B0.12/860/
=d perihal Petunduk Pelaksanaan

Program ......cce..



Menetapkan
PERTAMA

I

o

Program Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 1994/1995 ;

Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah tanggal 1Z Maret 18934
Momor 803/008611 perihal Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran
1994 ,/1995

e

Peraturan Daerah Kaburpaten Daerah -
Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun
1995 tanggal 2868 Juli 1995 tentang
Penetaran Sisa Perhitungan Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daerah Kabu-
raten Daerah ”ingkat ITI EKebumen
Tahun Anggaran 19894,1895

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat -
II Kebumen tanggal 27 Juli 1995 No-
mor : 803/58830 perihal Permohonan
FPengesahan Feraturan Daerah tentang
FPenetapan Sisa FPerhitungan Anggaran
Fendapratan dan Belanja Daerah Kabhu-
paten Daerah Tingkat II Kebumen

Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN :

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Da-
erah
1985 tanggal 26 Juli 1895 tentang FPeneta-

Tingkat I1I Kebumen Nomor 16 Tahun

oisa Perhitungan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah EKabupaten Daerah Ting-

ITI Kebumen Tahun Anggaran 1984,/1995,



dengan menetapkan Sisa FPerhitungan Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/18950
sejumlah Rp 1.276.0889.294,61 (satu milyar dua
ratus tujuh puluh enam Jjuta sembilan puluh
sembilan ribu dua ratus sembilan pu h empat

rupiah enam puluh satu sen), terdiri dari :

rod

a. Fendapatan :

Pendapatan ........... Rp 28.481.625.980,61

- Rutin Rp 11.822.580.572,00
- Pembangunan Rp 15.382.836.114,00
Jumlah .............. Rp 27 .205.528.686,00
Jumlah Sisa FPerhitungan -
7221 ... Rp 1.276.089.284,81
dengan rincian :
- Tunai pada Kas Daerah Rp 1.388.933.180,00
- Sisa UUDP Anggaran Rutin Ep 547 .610,00
- Sisa UUDP Anggaran Pem -
DARBERATN. - snr ~oms 5 sms & 5w Rp 2.379.820,00

+
Jumlah Rp 1.391.880.610,00

Sisa Lebih Bagian Urusan

Kas dan Perhitungan (UKP) Rp 115.7681.315.39

Jumlah .......o.o...



Jumlah Sisa Lebih Perhitu-
ngan APED Tahun Anggaran -

1894/1895

.294.61

Dengan catatan :

1

.

APED Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kebumen Ta-
hun Anggaran 18894,/15895 dilakukan FPerubahan
APBD dengan Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun
1995 tanggal 6 Januari 18985 can telah disah-
kan Gubernur Kepala Daeranh Tingkat I Jawa
Tengah Nomor : S03/200/1985 tanggal 23 Pe-
bruari 1985, tetapl terdapat beberapa cata-
tan yang harus disesuaikan sebagaimana
mestinya, guna penyesuaian Perubahan APBD
tersebut oleh Bupati Kepala Dlaerah Tingkat
IT Kebumen telah diterbitkan Ferubahan
Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala ten-
tang PFPenjdabaran Perubahan APBD Kabupaten
Iiaerah Tingkat 1II Kebumen Tahun Anggaran
1984,/1995 dengan Surat Keputusan tanggal Z0
April 1985 Nomor : 803/296/5K/1985.

Namun masin tercdaprat catatan yang belum
disesuaikan antara lain : DIETUM KEPHA
dan DIKTUM KETIGA angka 1.

Tata UsahasAdministrasi Xeuangan Daeran guna
pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat I1
Kebumen Tahun Anggaran 19941992 pada umum-
nya telan sesual dengan peraturan yan

berlaku, namun pelaksanaan membuku transaksi
kedalam Ruku/wartar/ﬁegluu r yvang diperguna-

kan masih terdarat yang perlu oluempurndnmn,
antara lain :

a. Register ........



)

a. Register (SKO) koleom 1 (nomor urut) masih
dicantumkan secara berlanjut vyang seha-
rusnya tiap akhir bulan ditutupdan dibuka

kembali dengan nomor urut baru.

o

Regiqter SPMU Bebhan Sementara UUDFP (B.II)

baik Rutin maupun Pembanszunan belum
d&neraahan sampal tuntas hingga tutup
tahun anggaran.

c. Daftar Fembukuan Administrasi (B.XIII) -
belum diisikan sebagaimana mestinyva.

d. Buku Besar Pengeluaran (B.V) RKutin kolom

7 {(nomor urut) register B.II) dan kolom 8
{jumlah SPJ) masih terdapat beberapa yang
belum diisikan sebagaimana mestinya
sampai dengan tutup tahun anggaran.
Hal ters ekac tidak memenuhi ketentuan
Keput usan Menteri Dalan Negeri Nomor
§03-379 tang 'al 11 April 1987 tentang
Penggunadn Sistim Digit dalam AFPBD serta
FPetunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan
Daerah.

FPada Buku Perhitungan APBD (C.I) Kaburaten -
Daerah Tlngxat II Kebumen Tahun Anggaran
894,1885 belum dilengkapri dengan C.IV,
C.iII C.VIII, C.IX Feraturan Menteri Dalam
Negerl Nomor 11 Tahun 1875 serta Daftar
FPengadaan Barang model Bend 28 Peraturan
Menterl Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980.

Dalam Tahun Anggaran 1534,/1995 berdasar rea-
lisasinya terdapat Jenis FPendapatan Asli
Daerah yang tidak dapat mencapai tTarget
anggaran yvang telah ditetapkan., antara lain:
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—. Avat 1.2.1.003 "Pajak Potong Hews

Ca
-. Ayat 1.2.1.013 "Pajak Kendaraan Tak Ber -
motor”
~-. Ayat 1.2.2.078 "Uang Leges"
—. Ayat 1.2.2.080 "Uang Pemeriksaan/Pemban =

o .
Taian
;

-. Ayat 1.2.3.123 "Penerimaan dari Bank Pa -

sar'”

-, Ayat 1.2.4.141 "Fenerimaan Dinas Peterna-
kan"

-. Ayat 1.2.4.146 "Penerimaan Sarang Burung'

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal
7 avat (3) BSub.a Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 1594 tanggal 5 Oktober
18994 tentang Pelaksanaan APBD.

Terdapat pungutan Pendarpatan Asli Daerah
vang pelaksanaannva belum didasarkan atas
Peraturan Daerah, yaitu :

-. Penerimaan Sarang Burung.
-. Penerimaan Usa ng Penguburan.

Hal tersebut belum memenuhi ketentuan Pasa
58 ayat (2) Pasal 80 Undang-undang Nomor 5
s

s

Penerimaan droping untuk Sumbangan Diversi -
fikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) Tahun Anggaran
1884/1885 yvang diterima Ras Daerah tanggal

van
29 Maret 1985 sebesar Rp 28.250.000.,00 yang
aeharusnya masuk Pos Hagl Hasil Bukan Pajak
Ayat 1.3.2.203 "3DTC". tetapi keliru dibuku/
dimasukkan pada Bagilian Urusan X s dan Perhi-
tungan (UKF) Ayat 1.6.1.2% "Penerimaan
FPihak Ketiga'.

Q’L

.J‘
o1
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dapat perbedaan pada FPenerimaan Ayat 1.3.
1§62 "20% PKB/BENKE" sebhagai berikut :

~-. realisasi berdasar SPMU dari Propinsi Da—
erah Tingkat I Jawa Tengan adalah sebagal

berikut :

-. Triwulan I Rp 137.015.000,00
-. Triwulan II Rp 137.015_UUO,UU
—. Triwulan III EKp 137.015.000,00
-—. Triwulan IV Rp 215.381.500,00
=, Maret 19895 Rp B50.051.500,00

-. Kekurangan -
1993/1884 ... Rpr 13Z.952.000,00

Rp 808.430.000,00

-. Tercantum dalam Buku
Perhitungan APED (C.I)
Ayat 1.3.1.182 ........ Rp 804.788.250,00

Perbedaan : Rp 4.631.750, O

Perbedaan tersebut karena :

Adanya peotongan langsung Penerimaan 20% PKB/
BENKB untuk :

- . Buku Pedoman Pelaksanaan

APBD .. .. e e Rp 2.398.750,00
—. Biaya OUperasional Bag.

B S Rp 1.233.000,00
—. Biaya ldentifikasi Pe-

mungut PAD ....... ee.-. Rp 1.000.000,00

Jumlah : Rp 4.631.750.00
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Fotongan tersebut berdasar SFMU dari Propin-
qi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18

anuari 1895, 27 Maret 1995 dan 31 Maret
985,

[
W

Dalam Pelaksanaan APBED Fos 2.2.3 "Sekretari-
at’” masih terdapat yang belum tepat pembeba-
nannya, antara lain :

-. Pembelian alat-alat kebersihan rumah Bu -

pati Kepala Dacerah dibebankan Fasal
2.2.3.1011 "Ongkos Kantor"” digit 5O,
seharusnya dibebankan pada Pos 2.Z2.2
"Kepala Daerah'" Pasal 2.2.21001.b "Biaya
Fumah Tangga Kepala Daerah'.

[«

'emeliharaan alat rumah tangga Bupatl Ke-
ala Daerah dibekankan pada Pasal Z.2.35.
0b4 "Biava FPemeliharaan Inventaris
antor', seharusnya dibebankan pada Pos
2.2 "Kepala Daerah” Pasal 2.2.2.1005.v
Biaya Pemeliharaan Inventaris Xumah
t

N

Menurut penelitian Ayat 1.2.1.004 "Fajak
Pembangunan. 1" realisasinyva sebesar .....
Rp 52.085.370,00, sedang Fasal 2.14.1.1136

“"Bantuan untuk heg;a an Kepariwisataan i
llaerah"” realisasinya IHIL".
Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat

I R

Menteri Dalam Negeri Nomor : 873/2354/PU0D
tanggal 16 Juli 1984 Jo. Instruksi Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor :
g973/1047,1994 tanggalb Oktober 1994 tentang
Ppmungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi

Jin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisa-
a.

ﬁ

10.a. Pasal ........
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Pasal 2.13.1.1123 "Pemberian Bantuan kepada
Desa/Kelurahan dari Penyisihan Bagian Pene-
rimaan PBB" adalah sebagal bherikut :

Sa

-, Anggaran ............. Rp 341.2
-. Realisasili ............ Rp 17

Eerdasar penelitian realisazi tersebut
rinciannya sebagai berikut :

a. Realisasi dari Tk.I
kepada Desa/Kelurahan Rp 45.776.15G,00

. Pemberian dari Tk.II Rp 127.185.400,00

Realisasi dari Tingkat 1 tersebut adalah
realisasi Tahun 1993/1584, sedanz penerimaan
Tahun Anggaran 1394/19;@ belum dibayarkan
can pelaksanaan pembayarannya pada Tahun
Anggaran 1595,/18986.

sal 2.13.1.1124 "F an Bantuan kepada

2.13.1.1184 emberian Bantu ep

Desa/Keluranan dari Fenyisihan Penerimaan
I ag

Pajak/Retribusi dari Tingkat I" seba
berikut :

—. Anggaran . ... enn.. Rp 454.229.000,00
—-. Realisasi ............ Rp 211.083.8675.00
Kealisasl tersebut adalah Tahun Anggaran
18893/1884 bvelum dibayarkan dan pelaksanaan
pembayarannya rada Tlanun Anggaran 1985/1596.
Hal tersebut tidak sesuai dengan S&Surat

Gukernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 20 Januari 1894 Nomor 873/002004
rerihal Petunjuk Tehnis Pelaksandan Keputu-
san Menteri Dalam Negeri Nomor 48. 50 dan 98
Tahun 1980.
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Berdasar penelitian Buku Besar FPengeluaran -
Belanja Rutin (B.V)/Buku Perhitungan APED
(C.I) Pos 2.5.2. “"REUD" pada Pasal
3.0.4.10 4 "Biaya QOperasiconal’ sebesar :....
Rp 247.317.000,00 didalamnya termasuk Paket
Rawat Inaps/Jalan bari FPeserta Perum Husada
Bhakti, untuk Aomponen Bahan dan Alat Kese-
hatan Habis Fakai (30%).

Hal tersebut tidak sesual dengan Surat
Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
tanggal 12 Maret 13984 Nomor 803/0089611
tentang PFedoman FPenyusunan Tahun Anggaran
1994,/1985.

an hfealisasi APBD Keburaten Daerah Ting
1 Kebumen per Trwiwulan Tahun Anggaran
1
a

o

s

1595 yang dikirimkan kepada Gubernur
Daerah Tingksat I Jawa Tengah masih
rang terlambat, antara lain Triwulan I

s

Q. @
S rg oot

o

@

)

sebut tidak memenuhi ketentuan Pa

er al
FPeraturan Pemerintah Neomor 6 Tahun 187

(N3 [RS DU ® P
ta

[

ct

(,"‘I m

Terdapat penyetoran Sisa-sisa UUDP dari para
Bendaharawan Tahun Anggaran 1594/19895 yang
pelaksanaan penyvetorannya ke Rekening Kas
Dimerah masih mengalami keterlambatan. yaitu
melebihi tanggal 10 April 1885, antara lain:

~. Dinas Perikanan ;

-. Setwilda ;

- . BAPPEDA ;

-. Bagian Pemerintahan Desa.

Hal tersebut tidak memenuhil ketentuan Fasal
9 ayvat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor .........
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Nomor

o

2 Tahun 1984 tanggal 5 Oktoberl884

tentang Pelaksanaan APBED.

Berdasar penelitian secar

o)

uji coba pada :

B_\

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,
terdapat hal-hal sebagai berikut :

Bendaharawan Rutin disamping mengguna-—
kan Buku Kas Umum Model Zend. 10 dan
Register lainnya, tetari belum dileng-
kari dengan Regilster SKU (Meodel Bend.
7).

Bendaharawan FPembangunan dalam mengi -
rimkan Bukti SPJ kepada Bupati Kepala
Daeran Up. Bagian Keuangan, pelaksa-
naannya masih terdapat yvang melebihi
tanggal 10 bulan berikutnya.

Hal tersebut tidak =esua
ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1994 tanggal 5 Oktorer 1854 tentang
Pelaksanaan APRD.

Pengiriman kembalil satu tindasan SFJ -
Proyek yang telah disahkan oleh Bagian
Keuangan kepada bendaharawan Proyek
vang bersangkutan, masih terdapat vang
terlambat.

ial tersebut tidak sesuail dengan
ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam meberl Vomor 2 Tahun
1994 tanggal 5 Oktob 1984 tentang
Pelaksanaan AFPED.

- . Bendaharawan .......



b.

Bendaharawan BF FPBE dalam membuku -
transaksi FPenerimaan dan Fengeluaran
kedalam Buku Kas Umum (Model Bend. 10)
prada Kolom 4 tidak mencantumkan Kode
Ayvat/Fasalnya.

Hal tersebut tidak sesual dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1880.

Terdapat Bendaharawan Froyek AFPBD I1I
vang mengelola lebih dari 3 (tiga)
Proyek.

=

tersebut tidak sesual dengan Pasa
Ayat (1) dan (Z) Peraturan Menteri
am Negeri Nomor Z Tahun 1984 tang-
5 Okteober 1994 tentang Pelaksanaan

"QJ
1)

=0
—
-
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—

FEumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat
I Kebumen terdapat hal-hal sebagai
berikut :

Bendaharawan Rutin dalam mengirimkan -
SPJ kepada Bupatli Kepala Daerah U .
Bagian keuangan masih terdapat vang
melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.

Hal tersebut tidak seszuail dengan
ketentuan Pasal 29 Ayvat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor Z Tahun
1994 tanggal 5 Oktober 1884 tentang

Pelaksanaan APBD.

Pengiriman kembalil satu tindasan SPJ -
Rutin yang telah disahkan oleh Bagian
Keuangan kepada Bendaharawan Rutin

VARNE >+ ass=ss@s
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vang bersangkutan, masih terdapat vang
terlambat.

Hal tersebut tidak sesuail dengan
ketentuan Pasal 28 Ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1994 tanggal 5 OQOktober 19894 tentang

Pelaksanaan APBD.

—-. Atasan langsung Bendaharawan FProyek -
dalam Tahun Anggaran 1884/1985 bhelum
rernan mengadakan Pemeriksaan Xas
secara pericdik sedikitnva sekali
dalam 3 (tiga) bulan dengan dibuatkan
Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Hal tersebut tidak sesuwai dengan
ketentuan Pasal 83 Sub b Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor Z Tahun
1884 tanggal 5 Oktcwher 1884 tentang
FPelaksanaan APBD.

QJ

njuk-retunjuk/reringatan-peringatan yang
perlu memperoleh perhatian Bupati Kerpalsa
Daerah Tingkat II Xebumen termaktub dalam
urat Gubernur Xepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah perihal Tindak Lanjut Hasil Peneli-
ian/Pemeriksaan Pernhitungan APED Kabupaten

< -~ -

tianys
Tlasrah ‘1ﬁghah IT Kebumen Tahun Anggaran
« QA

T

- ~

Apabkila dikemudian hari ternyata terdapat -
kesalahan-kesalahan/kekelirvan-kekeliruan -
vang ditemukan oleh Aparat Pengawas yang
berwenang. tidak menutup EkRemungkinan untuk
diselesaikan melalui FPeraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 1878 dan/atau melalui
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

EEEMPAT - iucsunsns



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetap -
kan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April
189956.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdap -

kekeliruan dalam Keputusan ini akan dladanan
pembetulan kemball sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEM A RA NG
) PADA TANGGAL : 19 SEPTEMBER 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

T.T.D
SOEWARDTI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

Badan Femeriksa Keuangan Perwakilan Yogyvakarta, di
Yogyakarya

Z. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran), di Jakarta ;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD Up. Direktur
Keuangan dan FPeralatan Daerah), di Jakarta :

. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Ke-
' rala Biro Keuangan. <4i Jakarta ;

[y
.

ey

5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Bidang I dan II ;

6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Kedu, -

di Mageldng 3

9. Ae;a a Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah :
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Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tingkat

I Jawa -

Tengah untuk dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah

Tingkat I Jawa Tengah :

Bupati Kepala Daerah Tingkat I1 Kebumen,
Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat I1 Ke
Kebumen ;

Berkas Burat Keputusan;

1 s/d 10 untuk diketahui ;
11 dan 12 guna diindahkan.

di Kebumen

bumen, di



